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WALIKOTA KOTATOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan

dasar kepada masyarakat perlu membentuk Unit

Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah

Kotamobagu sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis

pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan

Walikota Kotamobagu tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah

Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi

Utara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tefiang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik
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Menetapkan
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Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2Ol5 tentang

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 159);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tafu:r: 2Ol7

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Kotamobagu, (kmbaran Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8);

8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 4O Tahun 2O16

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, (Berita Daerah

Kota Kotamobagu Tahun 2O16 Nomor 4O);
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6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

organisasi yng melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjunya disebut RSUD Kotamobagu

adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan

teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan

masyarakat.

9. Tlrgas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan

teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi

induknya.

10. Jabatan fungsional adalaah kedudukan yang menunjukan tugas,

tanggungiawab, wewen€rng dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan

pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.

11. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah rumpun jabatan yang tugasnya

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau

pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu
pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang peningkatan

kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan rehab, kesehatan

gtgl dan mulut serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.

12. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional

keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai

fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam

melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
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Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit

Umum Daerah Kelas C pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.
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(1) UPTD RSUD dipimpin oleh Direlrtur Rumah Sakit yang diangkat dari
pejabat fungsional dokter atau dolrter gigi yang diberikan tugas tambahan. (rl



(2) UPTD RSUD bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah

sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan

badan layanan umum daerah.

(3) Dalam hal RSUD belum menerapkan pengelolaan keuangan badan

layanan umum daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah

tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungj awaban keuan gan.

(4) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola

klinis, dibina dan bertanggunglawab kepada Dinas Kesehatan.

(5) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dilaksanakan

melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Dinas

Kesehatan.

Paral 4

(1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Kelas C, terdiri dari :

a. Direktur;

b. Kepala Bagran Administrasi Umum, membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum;

2. Kepala Sub Bagian Keuangan;

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

c. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahi :

1. Kepala Seksi Pelayanan Medis;

2. Kepala Seksi Penunjang Medis;

3. Kepala Seksi Rekam Medik dan SIRS;

d. Kepala Bidang Keperawatan, membawahi :

l. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;

2. Kepala Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan;

e. Komite Medik;

f. Staf Medis Fungsional dan Staf Keperawatan Fungsional;

g. Satuan Pemeriksa Internal;

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Instalasi-Instalasi.

(2) Bagan stn:ktur organisasi UPTD RSUD Kelas C sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
h



Pasal 5

(l) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan,

membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan

tugas RSUD Kotamobagu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Direktur menyelenggarakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya;

d. mengkoordinasikan pelaksanan tugas dan fungsi unsur organisasi;

e. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai

kewenangannya;

f. membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan

fungsi unsur organisasi;

g. melakukan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan untuk semua kegiatan

operasional dan pelayanan kesehatan; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugas dan fungsi;
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Pasat 6

(1) Kepala Bagran Administrasi Umum mempunyai tugas menyelenggarakan

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum,

hukum, kepegawaian, naskah dinas, keuangan dan pengelolaan sarana

prasarana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalsud pada ayat (1), Kepala

Bagran Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

a.pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi

umum, hukum, keuangan, kepegawaian, naskah dinas, keuangan,

sistem informasi dan pengelolaan sarana prasarana; et
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b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan

pelaporan bidang administrasi umum;

c. pelayanan urusan administrasi urnurn, hukum, keuangan,

kepegawaian, naskah dinas, keuangan, sistem informasi dan

pengelolaan sarana prasarana;

d. penyelenggaraan urusan administrasi umum, hukum, keuangan,

kepegawaian, naskah dinas, keuangan, sistem informasi dan

pengelolaan sarana prasarana;

e. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah;

f. penyelenggaraan urusan hukum;
g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas

dan fungsi.

Paragnf 2
Kcpala Sub Baglea Umum

Passl 7
(l) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menJrusun

rencana keda, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola

administrasi umum, kepegawaian dan hukum.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Sub Bogran Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. men)rusun program ke{a dan anggaran;

b. menyiapkan bahan perumusan kebljakan teknis di bidang administrasi

umum, hukum, kepegawaian, ketatausahaan, tatalaksana, naskah

dinas dan aset;

c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan administrasi umum,

hukum, kepegawaian, ketatausahaan, tatalaksana, naskah dinas dan

aset;

d. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum, hukum,

kepegawaian, ketatausahaan, tatalaksana, naskah dinas dan aset;

e. mengelola dan melaksanakan urusan administrasi urnum, hukum,

kepegawaian, ketatausahaan, tatalaksana, naskah dinas dan aset;

f. melaksanakan urusan administrasi barang milik daerah, pembinaan

dan pengawasan terhadap pengelolan barang milik daerah;

g. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan pefalanan

dinas;

h. melaksanakan dan mengawasi administrasi umum, hukum,

kepegawaian, ketatausahaan, tatalaksana, naskah dinas dan aset; tt
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Pasal 8

(l) Kepala Sub Bagan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan,

mengkoordinasikan dan menetapkan perumusan kebiiakan teknis

pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. men5rusun program ke{a dan anggaran;

b. menyusun rancangan anggaran RSUD;

c. men5rusun dan mengelola data urnggaran, perbendaharaan, dan

mobilisasi dana RSUD;

d. penyusunan petunjuk teknis dan pengelolaan anggaran dan

perbendahraan;

e. melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;

f. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pengelolaan keuangan;

g. melaksanakan koordinasi dalam rangka integrasi dan sinkronisasi

pengelolaan keuangan;

h. melaksanakan pengendalian anggaran/ keuangan, penerimaan kas,

pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;

i. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan administrasi dan

keuangan/anggaran;

j. menyiapkan, mengembangkan dan melaksanakan sistematika,

prosedur dan mekanisme manajemen serta akuntansi pelaporan;

k. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai bidang tugas dan fungsi. 
fut

i. melakukan proses administrasi terkait dengan administrasi umum,

hukum, kepegawaian, ketatausahaan, tatalaksana, naskah dinas dan

aset;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan men5rusun laporan

pelal<sanaan kegiatan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai bidang tugas dan fungsi.
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Pasl 9
(1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menlrusun,

mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penJrusunan rencana,

program kegiatan dan pelaporannya.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala

Seksi Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. men5rusun rencana kegiatan, program dan pelaporan di lingkungan

RSUD;

b. mengumpulkan dan mengolah data penyusunan program kegiatan

RSUD;

c. mengkoordinasikan kegiatan pen5rusunan program kerja dan

pelaporannya;

d. melakukan identifikasi, analisis dan pengkajian program kegiatan

RSUD;

e. memantau dan mengevaluasi pelaksanEran program kegiatan RSUD;

f. melakukan koordinasi, mengumpul dan melaporkan hasil pela-ksanaan

program kerja RSUD;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan

pemeliharaan dan pengembangan pelayanan dan asuhan keperawatan;

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan

pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugas dan fungsi; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Bagias Ketiga
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Paragnf f
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Pasal 10

(1) Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis mempunyai tugas

melaksanakan, mengkoordinasikan dan menetapkan perumusan keblikan

teknis pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi :
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a. menetapkan dan menyelenggarakan kebljal<an teknis penyusunan

program kerja pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;

b. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan

kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan medis dan penunjang

medis;

c. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengumpulan dan

pengolahan data pelayanan medis dan penunjang medis;

d. menetapkan dan menyelen kebijakan teknis penyusunan dan

pengelolaan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan medis dan

penunjang medis;

e. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan dan

pengelolaan tatalaksana pengadaan dan distribusi sumber daya

pelayanan medis dan penunjang medis;

f. menetapkan dan menyelenggarakan kebljalan teknis pengelolaan

standar kinerja staf;

g. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan

standar sarana prasararna pelayanan medis dan penunjang medis;

h. menetapkan dan menyelenggaralan kebijakan teknis pengawasan dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;

i. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pelaporan hasil

pelayanan medis dan penunjang medis;

j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan unit kerja

lain terkait dengan pelayanan medis dan penunjang medis; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugas dan fungsi;

Peragaf 2
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Prral 11

(1) Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas men5rusun,

mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan medis.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :

a. men5rusun rencana kegiatan pelayanan medis;

b. menyusun rencana pemberian pelayanan medis;

c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan medis;

d. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di

bidang pelayanan medis;

e. memantau dan mengevaluasi pelayanan medis;
qu



f. mengumpul dan mengolah data pelaksanaan pelayanan medis;

g. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan

medis;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan

pelayanan medis;

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan

pelaksanaan pelayanan medis;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugas dan fungsi; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

Peragraf 3
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Pasal 12

(1) Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas menlrusun,

mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan

pengembangan penunjang medis dan tenaga kesehatan lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi :

a. men5rusun renc€rna kegiatan di bidang pelayanan dan pengembangan

penunjang medis dan tenaga kesehatan lainnya;

b. mengumpul dan mengolah data pelayanan penunjang medis dan tenaga

kesehatan lainnya serta pengembangannya;

c. melaksanakan pengembangan pelayanan penunjang medis dan tenaga

kesehatan Lainnya;

d. melaksanakan pengusulan kebutuhan tenaga pelayanan penunjang

medis;

e. memberilran pelayanan penunjang medis dan tenaga kesehatan lainnya;

f. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan penunjang medis dan

tenaga kesehatan lainnya;

g. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di

bidang pelayanan penunjang medis dan tenaga kesehatan lainnya;

h. memantau, mengawasi dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan

tenagn kesehatan lainnya;

i. melalsanakan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan

pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan tenaga kesehatan

lainnya; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsi. ,It
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Pasal 13

(1) Kepala Seksi Rekam Medis dan Sistem Informasi Rumah Sakit mempunyai

tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rekam

medis dan sistem informasi rumah sakit.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala

Seksi Rekam Medis dan Sistem Informasi Rumah Sakit menyelenggarakan

fungsi :

a. men5rusun rencana kegiatan penyelenggaraan rekam medis dan

pengelolaan sistem informasi rumah sakit;

b. mengumpulkan dan memelihara data rekam medis dan data sistem

informasi rumah sakit;

c. mengelola rekam medis dan sistem informasi rumah sakit;

d. menyusun karhr-karhr/ data status pasien;

e. membuat formulir catatan medis;

f. menyajikan data hasil pelayanan dan sumber daya RSUD;

g. memantau dan mengawasi pengelolaan rekam medis dan sistem

informasi rumah sakit;

h. melaksanal<an koordinasi pengelolaan rekam medis dan sistem

informasi rumah sakit dengan sub unit ke{a lain di lingkungan RSUD.

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Pesel 14

(1) Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan,

mengkoordinasikan dan menetapkan perumusan kebijkan teknis

pengelolaan keperawatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepata

Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan

program kerja pengelolaan keperawatan;

b. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan

kebutuhan anggErran sumber daya keperawatan; q
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c. menetapkan dan menyelen kebijakan teknis pengumptrlan dan
pengolahan data keperawatan;

d. menetapkan dan menyelen kebijakan teknis penyusunan dan

pengelolaan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

e. menetapkan dan menyelen kebliakan teknis penyusunan dan

pengelolaan tatalaksana pengadaan dan distribusi sumber daya

keperawatan;

f. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan

standar kinerja staf;

g. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan

standar sarana prasarana keperawatan;

h. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengawasan dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan keperawatan;

i. menetapkan dan menyelenggaralan keb{jakan teknis pelaporan hasil

keperawatan;

j. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan unit kerja

lain terkait dengan keperawatan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugas dan fungsi;

naragsaf2
Kcpah Sclet Pctayaran Kcpcrarataa

Passl 15

(l) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas menyusun,

mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan,

asuhan keperawatan dan fasilitas keperawatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

a. men5rusun rencana kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan ;

b. menyusun rencana pemberian pelayanan dan asuhan keperawatan;

c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan asuhan

keperawatan;

d. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di

bidang pelayanan dan asuhan keperawatan;

e. memantau dan mengevaluasi peLayanan dan asuhan keperawatan;

f. mengumptrl dan mengolah data pelaksanaan pelayanan dan asuhan

keperawatan;

g. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan

dan asuhan keperawatan; h



h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan

pemeliharaan dan pengembangan pelayanan dan asuhan keperawatan;

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan

pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugas dan fungsi; dan

k. melaporkan hasil pela}sanaan tugas.

faragnf 3
Kepala Selst Peagcmbaagaa Uutu Pelayanan Kcpcraratan

Prsal 16

(1) Kepala Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan mempunyai

tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan

pengembangan mutu kepegawaian dan etika.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun rencana kegiatan pengembangan mutu keperawatan dan

etika;

b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan mutu

keperawatan dan etika;

c. melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya pengembangan mutu

keperawatan dan etika;

d. memantau dan mengevaluasi pengembangan mutu keperawatan dan

etika;

e. mengumpul dan mengolah data pelaksanaan pengembangan mutu

keperawatan dan etika;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan

pengembangan mutu keperawatan dan etika;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan

pelaksanaan pengembangan mutu keperawatan dan etika;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai

bidang tugas dan fungsi; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas. U



BAB V
KOIITE UEI'IK

Pasat f8
(1) Komite Medik berrugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang

bekerja di ruma-h sakit dengan cara:

a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukarr

pelayanan medis di rumah sakit;

b. memelihara mutu profesi staf medis; dan

c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

(2) Dalam melaksanakan tugas lrredensial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai

dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma

keprofesian yang berlaku;

b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan

frsik dan mental, perilaku, dan etika profesi;

c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran grgr

berkelanjutan;

d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;

e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis;

f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi

kewenangan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan

g. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

(3) Dafam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medis

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan audit medis;

b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan

berkelanjutan bagi staf medis;

c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan

berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan ql

P.saI 17

(1) Komite Medik merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung
jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik agar staf medis

terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan

mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

(2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan

bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.



d. rekomendasi proses pendampingan bagi staf medis yang membutuhkan.

(4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi

staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medis

menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;

b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

c. rekomendasi pendisiplinan pelaku professional di rumah sakit; dan

d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan

etis pada asuhan medis pasien.

Pa!.I 19

(l) Selain Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat

dibentuk Komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah

Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan

pasien.

(2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa Komite :

a. Keperawatan;

b. Farmasi dan terapi;

c. Pencegahan dan pengendalian infeksi;

d. Etika dan hukum;

e. Koordinasi pendidikan; dan

f. Manajemen risiko dan keselamatan pasien.

Pa..l 2()

Komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21, dapat dibentuk

komite lain sesuai dengan kebutuhan RSUD untuk melaksanakan tugas

fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SATUAII PEIEruKAAAT II|TERIIAL

Pasal 21

(1) Satuan Pemeriksaan Intemal merupakan unsur organisasi yang bertugas

melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

(2) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk oleh Direktur dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direkhrr Rumah Sakit. 
U



Par.l22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1),

Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi :

a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko di unit kerja

rumah sakit;

b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan

efektifitas dan efisiensi sistem da prosedur dalam bidang administrasi

pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;

c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pelaksanaan tindak lanjut atas

laporan hasil audit; dan

d. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan

dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

BAB VII
STAI' UEDIS TUIf GSIOI| AL

Pesal 23

(1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang

medis dalam jabatan fungsional.

(2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa,

pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan

kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan

pengembangan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunekart

pendekatan :m dengan tenaga profesi lain yang terkait.

(4) Pembentukan staf medis fungsional ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai

dengan kebututran Rumah Sakit.

(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis staf medis fungsional

dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

BAB VIII
STAT' XTPTRAITATAI| FI'I|GSIO.IIAL

Pegl 24
(1) Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat dan bidan yang

bekerja di bidang keperawatan dan/atau kebidanan dalam jabatan

fungsional.

(2) Staf Keperawatan Fungsional mempunyai tugas mendukung proses

pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan

kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan

pengembangan h



(3) Datam melaksanakan tugasnya, staf keperawatan fungsional

menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi lain yang terkait.

(4) Pembentukan staf keperawatan fungsional ditetapkan oleh Direktur RSUD

sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

(5) Pembentukan dan perubahan jurnlah dan jenis staf keperawatan

fungsional dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

BAB TX
IIfSTALIISI

Pasaf 25
(l) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas

dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan/atau

kebidanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan

RSUD serta pemeliharaan sarana prasarana RSUD.

(2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direlrtur sesuai kebutuhan RSUD.

(3) Instalasi dipimpin oleh seoralg Kepala yang diangkat dan diberhentikan

oleh Direktur.
(4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-

tenaga fungsional medis dan/ atau non medis dan bertanggung jawab

kepada Direktur.

(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara

tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(6) Jenis-jenis Instalasi terdiri dari :

a. Instalasi Rawat Jalan;

b. Instalasi Rawat Inap;

c. Instalasi Gawat Darurat;

d. Instalasi Bedah Sentral;

e. Instalasi Perawatan Instensif;

f. Instalasi Radiologi;

g. Instalasi Laboratorium;

h. Instlasi Rehabilitasi Medis;

i. Instalasi Hemodialisa;

j. Instalasi Farmasi;

k. Instalasi Gizi;

l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit;

m. Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah;

n. Instalasi Pengelolaan Air Limbah;

o. Instalasi Central Sterillization Supply Departement (CSSD);
qt



B.gt8n Kesatu
Tugas drn EuDgFf Ingtalasi

Patel 26

(1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan yang terdiri dari

poliklinik dalam berbagai disiplin ilmu kedokteran klinis.

(2) Instalasi Rawat Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan rawat jalan;

b. penyusunan rencana kerja Instalasi Rawat Jalan;

c. pen5rusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, pemeliharaan sarana

dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi

Rawat Jalan sebagai bahan penyusunan nencana kegiatan Bidang

Kemedikan dan Keperawatan;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Rawat Jalan;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan pasien rawat jalan dengan

Bagian/Unit Pelayanan F\mgsional (UPF) dari berbagai disiplin ilmu dan

unit kerja terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rawat
jalan;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Rawat Jalan;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragnf 2
Instelasi Rawat Inap

Pasal 27
(l) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Instalasi Rawat Inap.

(2) Instalasi Rawat Inap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan rawat inap;

b. penyusunan rencana kerja Instalasi Rawat Inap;

c. penJrusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, pemeliharaan sarana

dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi

h4

Paragraf 1

Inetalasl R.wat Jala!



Rawat Inap sebagai bahan penyusunan riencdrna kegiatan Bidang

Kemedikan dan Keperawatan;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Rawat Inap;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan pasien rawat inap dengan

Bagian/uPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rawat

in"p;
g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Rawat Inap; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragref 3
Inrtalast Gawat Danrnt

Palsf 28
(1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas

dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gawat darurat.

(2) Instalasi Gawat Darurat dalam melaksanakan tugas sebagaim4la

dimalsud pada ayat (f ) pasat ini, menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan rancangan keb[jakan dan prosedur pelayanan gawat

darurat;

b. penyusunan rencana kerja Instalasi Gawat Darurat;

c. penJrusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, pemeliharaan sarana

dan prasarana serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi

Gawat Darurat sebagai bahan penyusunan rencnna kegiatan Bidang

Kemedikan dan Kepe rawatan;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Gawat Darurat;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan pasien rawat gawat darurat

dengan Bagian/UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan rawat

gawat darurat;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Gawat Darurat; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Pangraf a
Inrtdest lsdrh Scntnl

Paral 29
(1) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas

dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan tindakan bedah.
Qtrr



(2) Instalasi Bedah Sentral dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan rencana kerja Instalasi Bedah Sentral;

b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan tindakan

bedah dan sterilisasi sarana/alat bedah;

c. pen5msunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi Bedah Sentral

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kemedikan dan

Keperawatan;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Bedah Sentral;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan tindakan bedah dan

sterilisasi sarana/ alat bedah dengan Bagian/ UPF dari berbagai disiplin

ilmu dan unit kerja terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Instalasi

Bedah Sentral;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Bedah Sentral; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

faragraf 5
Inrtalart Pcresetan Intendf

Pr$I 3()

(1) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas pokok menyediakan

fasilitas dan menyelen kegiatan pelayanan perawatan Intensif.

(2) Instalasi Perawatan Intensif dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan rencana keda Instalasi Perawatan Intensif;

b. penyusunan r€rncangan kebijakan dan prosedur pelayanan perawatan

Intensif;

c. penJrusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi Perawatan Intensif

sebagai bahan penyusunan rencErna kegiatan Bidang Kemedikan dan

Keperawatan;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Perawatan Intensif;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan perawatan Intensif dengan

Bagian/UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perawatan

Intensif;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Perawatan Intensif; dan ql



h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

feragraf 6
Instelast Pencrltse.r den Pelayaran Khuaus

Palal 31

(1) Instalasi Pemeriksaan dan Pelayanan Khusus mempunyai tugas pokok

menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan dan

pelayanan khusus.

(2) Instalasi Pemeriksaan dan Pelayanan Khusus dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan rencana kerja Instalasi Pemeriksaan dan Pelayanan

Khusus;

b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pemeriksaan dan

pelayanan khusus;

c. pen5rusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi Pemeriksaan dan

Pelayanan Khusus sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang

Kemedikan dan Keperauratan;

d. penyusunan jadwal kegiatan pemeriksaan dan pelayanan khusus;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeriksaan dan pelayanan khusus

dengan Bagian/UPF dari berb"gai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pemeriksaan dan pelayanan khusus;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Pemeriksaan dan

Pelayanan Khusus; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 7
Instalesl Redlologi

Pasal 32

(1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi.

(2) Instalasi Radiologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

tt{

pada ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Instalasi Radiologi;

b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan radiologi;



c. penlrusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi Radiologi sebagai

bahan pen5rusunan rencana kegiatan Bidang Kemedikan dan

Keperawatan;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Radiologi;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan radiologi dengan

Bagian/UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit keda terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan radiologi;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Radiologi; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragnf 8
Iastalast Laboratorlun

Prsal 33
(l) Instalasi laboratorium mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik
yang meliputi pemeriksaan patologi klinik, patologi anatomi dan

mikrobiologi.

(2) Instalasi laboratorium dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunEln rencana kerja Instalasi Laboratorium;

b. penyusunan rancangan kebliakan dan prosedur pelayanan

laboratorium;

c. pen5rusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi Laboratorium

sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kemedikan dan

Keperawatan;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Laboratorium;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan Laboratorium dengan

Bagian/UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

laboratorium;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi laboratorium; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.
tu



Paragraf 9
Inrtalasi Rehabtlitast tedll

Paragraf 10
Ingtalalt ll66edlcllee

94

Pa$l 34
(1) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas pokok menyediakan

fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medik.

(2) Instalasi Rehabilitasi Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), menyelen fungsi :

a. penJrusunan rencErna kerja Instalasi Rehabilitasi Medik;

b. penyusunan rancnngan kebijakan dan prosedur pelayanan rehabilitasi

medik;

c. penJrusun€rn usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi Rehabilitasi Medik

5s[egai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kemedikan dan

Keperawatan;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Rehabilitasi Medik;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan rehabilitasi medik dengan

Bagian/UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

rehabilitasi medik;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Rehabilitasi Medik; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

PaEal 35

(1) Instalasi Hemodialisa mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan pelayanan hemodialisa.

(2) Instalasi Hemodialisa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (l), menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan rencana kerja Instalasi Hemodialisa;

b. penyusunan rancangan kebijakan dan prosedur pelayanan hemodialisa;

c. pen1rusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi Hemodialisa sebagai

bahan penJrusunan rencana kegiatan Bidang Kemedikan dan

Keperawatan;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Hemodialisa;



e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan hemodialisa dengan

Bagian/UPF dari berbagai disiplin ilmu dan unit kerja terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan

hemodialisa;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Hemodialisa; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 11
Instalacl Farnact

Pasl 35

(1) Instalasi Farrnasi mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan kefarmasian di RSUD meliputi perencanaan

kebutuhan, peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-

obatan, bahan kimia, alat kedokteran, alat keperawatan, alat kesehatan

dan pelayanan farmasi klinik.
(2) Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (l), menyelen fungsi :

a. penJrusunan rencana kegiatan Instalasi farmasi sesuai dengan Renstra,

DPA dan RKA RSUD;

b. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Farmasi;

c. pen5rusunan usulan kebutuhan bahan kefarmasian RSUD;

d. penyusunan usulan kebututran fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai pada Instalasi farmasi;

e. penJrusunan rancangan petunjuk pelaksanaan dan tata kerja bidang

kefarmasian;

f. pengumpulan data, informasi dan bahan pembinaan dan pengendalian

kegiatan kefarmasian;

g. pengumpulan data/ informasi dalam rangka penyiapan bahan kegiatan

kefarmasian;

h. penyiapan data/informasi sebagai bahan pen5rusunan sistem

pencatatan dan pelaporan kegiatan kefarmasian;

i. penyusunan dokumentasi hasil kerja Instalasi Farmasi sebagai bahan

dokumentasi kegiatan Bidang Umum dan Keuangan;

j. pelaporan penerimaan dan pengeluaran bahan medis habis pakai;

k. pelaporan hasil kegiatan di Instalasi Farmasi;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas. A



Paragraf 12
Instqlesi Gizi

Pa*l 37
(1) Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok menyediakan fasilitas dan

menyelenggarakan kegiatan pelayanan gj yar:g meliputi penyediaan,

pengolahan, penyaluran maka.nan, asuhan gjzr rawat inap dan rawat
jalan, pendidikan dan penyuluh an gizt serta penelitian dan pengembangan

gizi terapan.

(2) Instalasi Gizi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) pasal ini, menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan rencana kegiatan Instalasi Gizi;

b. penyusunan usulan kebutuhan bahan dan pelayanan gizi RSUD

sebagai bahan pen3rsunan program dan anggaran RSUD;

c. pen5rusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai di Instalasi Gizi sebagai bahan

pen3rusunan progrErm dan anggaran Bidang Umum dan Keuangan;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Gizi;

e. pen5rusuna.n petunjuk pelaksanaan dan tata cara pelayanan gizi;

f. pengumpulan data, informasi dan bahan pembinaan dan pengendalian

kegiatan pelayanan gizi;

g. penyiapan data/ informasi sebagai bahan pen3rusunan system

pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan gizi;

h. penyusunan dokumentasi hasil kerja Instalasi Gizi sebagai bahan

dokumentasi kegiatan Bidang Umum dan Keuangan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

naregraf 13
Iartelgl Feactlhararn Serara Runah SsHt

Pa.ral 3a

(l) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) mempunyai tugas

pokok menyediakan fasilitas dal menyelenggarakan kegiatan

pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, peralatan elelctromedik,

peralatan non medik, penyediaan air bersih, air panas, listrik, gas medis

dan gas teknis.

(2) IPS}RS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :

a. penrusunan rencana kerja IPSRS; h



b. penyusunan usulan kebutuhan bahan pemeliharaan sarana dan

prasarana RSUD;

c. pen5rusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, pendidikan dan

pelatihan pegawai pada instalasi IPSRS;

d. penyusunan jadwal kegiatan IPSRS;

e. penJrusunan petunjuk pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana

RSUD;

f. pengumpulan data/ informasi dalam rangka penyiapan bahan

pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan sarana, prasarana

dan alat;

g. pengumpulan data, informasi dan bahan koordinasi kegiatan

pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD;

h. penyusunan kajian teknis terhadap sarana dan prasarana RSUD

berdasarkan kepentingan/urgensi atas dasar usulan

pengadaan/perbaikan dari unit terkait;

i. pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan/ renovasi sarana, prasarana dan

alat RSUD;

j. penyusunan dokumentasi hasil keda IPSRS sgfagai bahan

dokumentasi kegiatan Bidang Umum dan Keuangan;

k. pelaporan hasil kegiatan di instalasi IPSRS; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 1a
Instelast Folensit daa Perawatan Jenezeh

Passl 39

(1) Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah mempunyai tugas pokok

menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan peLayanan forensik

dan perawatan jenaza,h.

(2) Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelen fungsi :

a. pen5rusunan rencana kerja Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah;

b. penyusunan kebijakan dan prosedur pelayanan forensik dan perawatan

jenazah;

c. penJ rsunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai pada Instalasi Forensik dan

Perawatan Jenazah;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah;
gt4



e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan forensik dan perawatan

jenazah dengan Bagran / UPF dad berbagai disiplin ilmu dan unit kerja

terkait;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan forensic

dan perawatan jenazah;

g. pelaporan pelaksanaan kegiatan di Instalasi Forensik dan Perawatan

Jenazah; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf fs
Instalart Fen4plrhan fir LfEbeh lIPllLl

Prsal /f{,

(1) Instalasi Pengolahan Ab Limbah [PAL) mempunyai tugas pokok

menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan penanganan

pengelolaan limbah cair dan limbah padat.

(2) Instalasi IPAL dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan rencana kegiatan IPAL;

b. penyusunan usulan kebutuhan bahan pengelolaan IPAL sebagai bahan

penJrusrmzm program dan anggaran RSUD;

c. penJrusunErn usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai pada instalasi IPAL;

d. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan tata cara pengelolaan limbah

padat dan cair;

e. pengumpulan data, informasi dan bahan pembinaan dan pengendalian

kegiatan pengelolaan limbah rumah sakit;

f. pengumpulan data, informasi dan bahan koordinasi kegiatan

pengelolaan IPAL;

g. penyusunan kajian teknis terhadap IPAL berdasarkan

kepentingan/urgensi atas dasar usulan pengadaan/perbaikan dari unit

terkait;

h. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan IPAL;

i. pelaporan hasil kegiatan di instalasi IPAL; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas. 
fial



Peragraf 16
Inatalast Gentral Stertlltzattoa Supply Irelrartenent (CSSDI

Pesel 41

(1) Instalasi Central Sterillization Supply Departement (CSSD) mempunyai

tugas pokok menyedialan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan

pelayanan sterilisasi alat kesehatan.

(2) Instalasi CSSD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a, pen3rusunan rencana kerja Instalasi CSSD;

b. penyusunan kebutuhan pelayanan sterilisasi alat kesehatan sesuai

dengan kebljakan RSUD;

c. pen5rusun€rn usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, sarana dan prasarana

serta pendidikan dan pelatihan pegawai pada Instalasi CSSD;

d. penyusunan jadwal kegiatan Instalasi CSSD;

e. penJrusunan petunjuk pelaksanaan dan tata cara pelayanan sterilisasi

alat kesehatan;

f. pengumpulan data, informasi dan bahan pembinaan dan pengendalian

kegiatan pelayanan sterilisasi alat kesehatan;

g. pengumpulan data, informasi dan bahan koordinasi kegiatan pelayanan

sterilisasi alat kesehatan;

h. pelaporan kegiatan di Instalasi CSSD; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

Baglaa Ke:enbllan
Ilesan Pengawer Runrh SaHt

Prsal 42

Selain unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1), Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
XIPEGAYAIAIT

Bagfa! Pcrtrna
Peagaagletaa ern Po rnbcrhentla!

Pa,ral .fo

(l) Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Watkota.

(2) Kepala Bagran Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Began dan Kepala

Seksi pada organisasi RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. 
qq



(3) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai

dengan peraturan p€nmdang-undangan yang berlaku.

Bagicn Kecatu
Jabaten

P.r.l 44
(1) Direkhrr Rumah Sakit Umum Daerah merupakan pejabat fungsional

Dokter atau Dokter Gigi yalg diberikan tugas tambahan sebagai

pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan urusan
kesehatan.

(2) Kepala Bagran Administrasi Umum merupakan jabatan struktural Eselon

III-A.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIB.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural

Eselon IVA.

BaSfe! Kedur
Ketrompol Jabatea hngrfonal

Pasd 45
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagran kegiatan RSUD secara professional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada Direlifirr.

Feral 46

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 45

terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimakud pada ayat (1),

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara

tenaga fungsional yang ada di lingkungan RSUD.

(3) Jurnlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan fanS berlaku. 
*



BAB XI
TATA XTR^'A

Paral 47
(1) Hd-hal yang menjadi tugas pokok direktur merupakan satu kesatuan,

yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi RSUD sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan

kesehatan kepada masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan

oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional

menurut bidang tugas masingmasing.

(3) Direkhrr baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di

bawah dan bertanggungiawab kepada Walikota dan dalam melaksanakan

tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi

lain yang berhubungan dengan fungsinya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD, dalam

melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplifikasi.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD wajib memimpin

dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan.

BAB:gI
PEUBIAYAAJT

Pasal 4t
Pembiayaan kegiatan dan operasional pelayanan kesehatan UPTD Rumah

Sakit Umum Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Kotamobagu serta sumber lain yang sah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 
'IIIINEfETTUAIT PERALIHAIT

Palat 49

(1). Struktur organisasi UPTD RSUD berdasarkan Peraturan Walikota Nomor

1O Tahun 2011 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Kesehatan Kota

Kotamobagu Berita Daerah Tahun 2O11 Nomor 1O yang saat ini ada

tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilakukannya

peresmian dan pengisian strukftrr organisasi yang baru sesuai dengan

Peraturan Walikota ini.

(2). Setelah dilakukannya peresmian dan pengisian strukhrr organisasi UPTD

RSUD sesuai dengan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota

Et



Nomor 1O Tahun 2011 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas

Kesehatan Kota Kotamobagu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BABXIII
PEilITTUP

Pesl 50

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal '). tAttu*Dt

(fi WALIKOTA KOTA.UOBAGU,

2018

BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal , Januqn 2018
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